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ABSTRAK

Pasar modal dikenal dengan istilah “capital market” yang berarti tempat
bertemunya penjual modal/dana dengan pembeli modal/dana. Praktek pasar modal
erat kaitannya dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang
Pasar Modal yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar modal.
Kegiatan pasar modal tidak akan terlepas dari praktek kejahatan yang bertentangan
dengan aturan yvang berlaku di pasar modal, yang dikenal dengan tindak pidana pasar
modal. Tindak pidana pasar modal memberikan pengaruh negatif terhadap pasar
modal Indonesia, sehingga memerlukan lembaga vang melakukan penegakan hukum
di pasar modal vang dikenal dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (Bapepam-LK). Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana
peran Bapepam-LK dalam penanggulangan tindak pidana pasar modal, (2) apa
nentuk kerjasama Bapepam-LK denpan lembaga lainnya dalam penanggulangan
tindak pidana pasar modal, (3) serta apa saja hambatan vang ditemui oleh Bapepam-
LK dalam penanggulangan tindak pidapa pasar modal. Penelitian ini merupakan
senelitian yuridis sosiologis dengan sifat penelitian metode berpikir deduktif melihat
angsung efektifitas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal oleh
Zapepam-LK. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa (1) Peran Bapepam-LK
vaitu dari pelaksanaan fungsi dan wewenang yang dimilikinya dan terdini dari fungsi
Aule Making (pembuatan aturan), fungsi Adiudicatory (mengadili dan menjatuhkan
sankst), fungsi Investigatory enforcement (melakukan pemeriksaan dan penyidikan
ierhadap laporan adanya dugaan tindak pidana pasar modal dan melakukan
oenegakan  hukum) (2) Bapepam-LK  menjalin  kerjasama dalam  bentuk
cenandatanganan Mol secara nasional dan internasional baik bidang penegakan
cukum dan pertukaran informasi dalam penanganan dibidang pasar modal (3)
“ambatan yang ditemukan oleh Bapepam-LK yaitu kurangnya pemahaman penepak
aukum di Indonesia tentang pasar modal dan penyelesaian kasus tindak pidana pasar
medal yang sulit karena dapat mengganggu stabilitas perdagangan di pasar modal.
_nmuk perbaikan dalam penanggulangan tindak pidana pasar modal perlu dilakukan
z) Bapepam-LK harus lebih berperan aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai
woritas pengawas di pasar modal serta lebih berani dalam mengungkap dan
—emproses dugaan tindak pidana di pasar modal (b) meningkatkan kerjasama
=zsional dan internasional oleh Bapepam-LK, dan (c) lebih menekankan kembali
seran Bapepam-LK mengenai akibat dari tindak pidana pasar modal serta bagaimana
—paya penanggulangannya.



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita tidak dapat melepaskan
diri dari kegiatan mencari dan mempertahankan hidup, dikenal juga dengan
kegiatan ekonomi ataupun dunia usaha yang pada umumnya merupakan landasan
utama untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya langka. Dalam kegialan
ckonomi adanya kaedah dan norma yang perlu ditkuti dan juga diancam dengan
sanksi apabila melanggar kaedah dan norma yang berlaku tersebut. hal ini dikenal
dengan hukum ekonomi. Hukum ckonomi menjadi seperangkat pengaturan baik
tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kegiatan ekonomi, cakupannya dapat
di bidang publik maupun privat atau penggabungan antara publik dan privat baik
secara nasional maupun internasional

Penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan hukum ekonomi
dapat berupa sanksi perdata dan atau pidana sehingga perlu disegarkan kembali
karena banyak masyarakat kalangan usaha merasakan bahwa kepiatan usahanya
hanya dicakup dalam lingkungan hukum perdata atau hukum dagang, sedangkan
banyak kegiatan atau bagian dari proses kegtatannya diancam sanksi pidana. Hal
ini telah dicetuskan oleh pemerintah dengan diterbitkannya Undang-undang

Nomor 7 Darurat Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan

' Sumantora, 1990, Asped-Aspek Pidana Di Bidang Ekonomi, Jakarta © Ghalia Indonesia,

him 9.




Tindak Pidana Fkonomi dan peraturan perundangan selanjutnya vang biasa
dikenal dengan Hukum Pidana Ekonomi.

Pelaksanaan pembangunan  ekonomi nasional suatu  negara  perlu
pembiayaan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kebutuhan
pembiayaan pembangunan di masa mendatang akan semakin besar dan
berkembang, kebutuhan yang semakin besar dan berkembang ini tidak akan dapat
dibiayai oleh pemerintah melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya.
Dengan demikian, pasar modal dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan
pembangunan, yang dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi.”

Pasar modal terjemahan dari istilah “Capital Market” yang artinya tempat
atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital
suatu perusahaan. Dalam arti kata pasar modal yaitu suatu pasar dimana dana
jangka panjang baik utang maupun modal sendin diperdagangkan, yang mana
dana jangka panjang vang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi
sedangkan dana jangka panjang yang bersumber modal sendin biasanya berbentuk
saham.”

Pasar modal dapat memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi
di suatu negara, yang mana fungsi pasar modal yaitu:

. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke

dalam kegiatan-kegiatan yang produktif;

(]

Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan

pembangunan nasional;

2 Jusuf Anwar, 2008, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan lnvestasi, Bandung
PT Alumni, hlm 1-2.
* Munir Fuady, 2001, Pusar Modal Modern, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, him 10,



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A, Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab di atas penulis dapat memberikan

kesimpulan sebagai berikut:

L.

[

Peran Bapepam-LK dalam menanggulangi tindak pidana pasar modal dapat
dilihat dari pelaksanaan fungsi dan kewenangannya, yang mana Bapepam-LK
lebih mengedepankan penyelesaian tindak pidana pasar modal melalui sanks
administratil’ daripada sanksi pidana. Fungsi Bapepam-LK meliputi fungsi
Rule Making vang membuatl aturan-aturan terhadap pelaku pasar modal vang
berbentuk Keputusan Ketua Bapepam-LK yang harus di patuhi oleh seluruh
pelaku pasar modal di Indonesia, fungsi Adjudicatory Bapepam-LK
melakukan pengawasan, mengadili dan menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap
pelaku pasar modal yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang
pasar modal, fungsi investigatory enforcement, Bapepam-LK mempunyai
kewenangan untuk mencari buktl permulaan yang cukup tentang terjadinya
tindak pidana pasar modal berdasarkan adanya laporan transaksi yang
mencurigakan di bursa efek.

Bentuk kerjasama dan koordmasi vang dilaksanakan oleh Bapepam-LK adalah
melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan
Kejaksaan Republik Indonesia dan lembaga Internasional, baik dalam upava

preventil’ berupa pelatihan penyidikan dan penuntutan dengan POLRI dan
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